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BUPATI MUARA ENIM

hahwa bardasarkan ketantuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Uncang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemsarintahan Daerah dan Pasal &
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Fambagian Urusan  Pemerintanan  antara Pemerintah,
Pemerintanan Daerzh  Provinsl,  dan Femarintahan  Daerah
Kzbupaten ! Kota, penyelenggaraan urusan nermerintaban yang
bersifat waiib berpadoman pada standar pelayanan micimal yanag
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan aleh Femerintah

hahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomer 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
siandar maka perlu adanya Stlandar Pelayanan Mirimal yang
diselenggarakan secara menyeluruh  dilingkungan Pemerintan
Kabupaien Muara Enim,

bahwa urusan pemearintahan di Bdang Lingkungan Hidup adaiah
merupakan salah satu kewenangan wajio Pamerintah Dagrah
Kahupaten Muara Enim sehingga untuk manjamin teriaksananya
pelayanan di Bidang Lingkurgan  Hidup perlu  disusun - oan
ditetapkan standar pelayanan minimal Didang lingkungan hidup.

bahwa berdasarkan periimboangan sebagaimana dimaksud aalam
huruf & b dan ¢ periu menetapkan Peraluran Bupati tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungzn Hidup Kabupalen
mMuara Enim.

Undang - undang Momor 28 Tanun 1558 fentang Pembentukan
Dzerah Tingkat |1 dan Kotapraja ¢l Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1959 Nomaor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang - Undang Momor 32 Tanun 2004 tantang Pemeriniahan
Daerah (Lembaran MNegara Republix Indonesia Tahun 2002
Nomar 125 Tambanan Lembaran Nhegara Nomor 4437
sehagaimana telah divbah terakhr dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-
Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah
(Lembaran Megarz Repunlik indonesia Tahun 2008 Nomor 5%
[zmbahan Lamoaran Negars Nomor 4844),



3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Momar S038).

4. Peraluran Pemernniah  Nomor £1 Tahun 1999 tentang
FPengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahur 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Naomaor 3853),

5 Peratuoran Pemenntah MNemor 150 Tahun 2000 tentang
Pangendalian  Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momaor 267
Tambahan Lembaran Negara Namor 4088},

G Peraturan  Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2001 tantang
Pengelolaan Kualtas Ar dan Pengendalan Pencemaran Al
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2001 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negars Nomoar 4151}

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 20058 Momor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383)

=i

8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemarintah
Daegrah (Lembaran MNegasra Republit Indonesia Tahun 2005
Momer 165, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4584

e

Peraturan Pemenntsh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintanan Daeran Kepada Pemerintzh,
Laporan Keterangan Peranggungjawaban Kepala [Daerah
Kepada Dewan Perwszkilan Rakyst Daerzh, dan  Informasi
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintghan Daeran  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Momaor 19, Tambahan Lembaran Negara Momaor 4653,

10. Peraturan Pemerintah Nomar 28 Tahun 2007 tentang Pambagian
Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemernntahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4737),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daszrah  (Lembaran
Megara Republik Indonasia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan
Lembaran MNenara Nomaor 4515,

12 Keputusan Menlen Megara Lingkungan Hidup NMemor 12 Tahun
2004  tentang Pedoman Pengelolaan  Pengaduan  Kasus
Pencemaran danfatau Perusakan Lingsungan Hidup,

13 Paraturan Menten Dalam Megen Momor © Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Peryusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
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14 Peraturan Mentari Dalam Neger Nomor 7% Tahun 2007 teniang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal,

15 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Erem Momer 10 tahun 2008
tertang Urusan Pemenntahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Ksbupaten Muara Enim  (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomaor 10},

16. Peraturan Daerzh Kabupaten Muara Enim Nomar 15 Tahun 2006
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Inspekioral,
Satuan Polisi Pamong Prajg dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupatern Muara Enim (Lembaran Daerah Kzbupaten Muara
Enim Tahun 2008 Namar 25 seri D).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA
ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

FPasal 1
larm Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daeran. adalah Kabupaten Muara Enim

Pamerintah Dasrah adalah Bupati dan perangkat dasrah sebagai
unsur penyelenggara Pemarintahan Daarah,

Bupati adaiah Bupat Muara Enim

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hioup
Kabupaten Muara Enim.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingxungan Hidup  yang
selanjutnya  disebut SPM  Bidang Lingkungan Hidup adaiah
ketantuan mengenal jenis dan mutu pslayanan dasar bidang
lingkungan hidup yang merupakan urusan wajin dasrah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis palayanzn
publik yang mendasar dan muotlak untuk mendapatkan muiu
lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjulan

Indikator SPM adalan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatf
yang digunakan unfuk menggambarkan ODgsaran sasaran yang
hendzak dipanuti dalam pencapaian SPM berupe masukan, proses,
hasil danfalau manfaat pelayanan.

Balas waktu pencapaian adalah batas wakiu untuk mencapal [args!
jenis pelayanan Bidang Lingkungan Hidup secara beriahap sesual
dengan indikator dan nilal yang ditetapkan,



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Penetapan 5PM Bidang Lingkungan Hidup mempunyal maksud can
lujuan  unluk  mendukung penyediaan pelayanan dasar kepads
masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi urusan wajb
Pamerintah Dasrah

BAEB I
SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

(11 Pamerintan Daerah  menyelenggarakan  pelayvanan d Bidang
Liingkungan Hidup sasuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup
yang terdinl atas:

3. pelayanan pencegzshan pencemaran air.
b, pelayanan pencagahan pancemaran udara dan sumber tidak
bergerak,

pelavanan informasi status kerusakan lshan danfatau tanan

untuk produks: biomasss; dan

d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran danfatay perusakan lingkungan hidup

0o

(2} Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurut & terdirl atas:

a, indkatoer SPM yang menunjukkan prosentsse jurmiah usaha
dan/atau kegiatan yang menlast persyaratan administrasl dan
tekms pencagabian pencamaran air

k. nilai pencapaian secara bertahap samps: dengan sebesar 100
%, dan

¢, batas wakiu pencapaian secars berighap sampal dengan tahun
2015

3y Pelayanan pencegahan pencemaran udara dan sumber tidak
bergerak sebagamana dimaksud pada ayat (1) hurut b terdin atas:

a, indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha
daniatau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi
parsyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran

udara;

b. nilar pencapalian secara beriahap sampa) dengan sebesar 100
% dan

. hatas waktu pencapaian secara bertanap sampa dengan ahun
2015

{4' Pelayanan informas: status kerusakan iahan danfatau tanah uniuk
oroduksi biomassa sebagaimana dimaksud pada avat (1) horuaf ¢
terain atas:

ndikatar SPN yang menunjukkan prosentase luasan lshan

danfatau tanah untuk produks: momassa yang telab ditelapkan

dan diinformasikan stalus kerusakannya,

b nilal pencapaian secara bertanzp sampai dengan sebesar 100
Y odan

c. balas wakiu pencapaian secara bertahap sampal dengan tahur

2015

18



(5) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyararal skibat adanya
dugaan pencemaran  danfstau  perusakan  lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdini atas’

a. indikstor SPM  yang menunjukkan prosentase  umilah
pengaduan masyarakal akibat adanya cugasan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilindak mnuti, nital
pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%,
dan batas wakiu pencapsian secara berighap sampal dangan
tahiun 2015:

FPazal 4
(1) Bupaht bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di
Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan
Hidup sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayai {1).

(2} Penyelenggaraan pelayanan di Bidang  Lingkungan Hidup
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) secara operasianal
dilaksanakan oleh Badan Lingkurgan Hidup

BAB IV
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Pasal 5
(1) Badan Lingkungan Hidup menyusun perencanasn pancapaian dan
penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimans dimaksugd
dalam Pasal 3 ayat (1) s&carg Dertighap

(2} Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan cengsn
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang petunjuk teknis SPM Broang Lingkungsn Hicup.

Pazal &

(1) Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil penarapan
dan pencapaisrn  SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) kepada Bupali

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil penerapan cata di Lingkungan
Pemerintan Dasranh  kepada Menteri Dalam MNegeri melaiu
Gubernur Sumatara Salatan.

Pasal 7

Badan Lingkungan Hidup dapat menetapkan rancana pEncapaian dan
penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup lebih capal dari batas waklu
yang diletapkan sesuai dangan kemampuan dan potensi daerah



BAB VW
PEMBIAYAAN

PEF!':I:IiErE:—..“ penarznan pencapaan SPM Badang Lingkungan Higup
dipebank=n pacs Anoosran Pendaostan dan Belana Dasrah
BAB VI
PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupat m mulal beriaku pada tangaal diundangkan
Agar setiag orang oapst mengetshuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bugat ini dengan penempatannya dalam Barita Daerah
aten Muars Enim
8 Habup
el
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2o-F= ik b
~BURATI MUARA ENIM
]
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Diundanakan di Muara Enim 5
Pada tanggal 07~ 2012
& SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA EMIM
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TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 5'-?.



LAMPIRAN PERATURAMN BUPATI MUARS ENIM

MOMOR é',?_‘f? TAHUMN 2012
TANGGAL : A0 et 2012
STANMDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKEUNGAN HIDUP
KABUPATEMN MUARA ENIM
JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB STANDAR PELAYAMAN MINIMAL T A RF G E T AKHIE | BRATAS WAKTU
D KEGIATAN INDIFAT CR 2012 | 2013 | 2014 | 2015 an1s PEMCARALAN
1 2 3 7 5 5 7 g T ==
1 |Pencegahan pencemaran air Frozentase Jumiah usaha dan atau kegiatan yang
meniaali pergyaratan administratif dan teknis
pencegansn pencemaran air
A5% B0 Ta| B2.5% 100%: 2015
¢ |penceganan pencemaran udara dari Pressntase Jumlah usaha dan atau kegiatan yang
sumber tidak bergerak mentaati persyaratan administratif dan teknis
pencemaran udara 100% [ 100% | 100% | 100% 100%: 2015
2 |Penyediaan infarmasi status kerusakan Frosentaze Luasan lahan yang ditstapkan dan
lahan dan/atau tanah untuk produksi diinfarmasikan status xerusakan lahan danfatau tanah
biomassa untuk produks: biomassa soo | ss5% | 75% G0% 100% 2015
4 |Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibal |Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau adanya dugaan pencemarandanfatau perusakan
perusakan lingkungan lingkungan hidup yang ditndaklanjuti
100% | 100% | 100% 100% 100%: 2015
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